
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 44 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 51 TAHUN 2011 
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a . bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 

Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu mengubah 
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2011 

ten tang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik Kabupaten Tasikmalaya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Tasikmalaya ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 

Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten 

Tasikmalaya. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 

dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 

2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

3 . 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, 

Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851; 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355; 

tentang 
Republik 

Lembaran 



\. 

Menetapkan 
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Perubahan Atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5589); 

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Oaerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor 4); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 
2008 tentang Lembaga Telmis Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 
Kabupatan Taikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 16). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG 
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA 
ELEKTRONIK KABUPATEN TASIKMALAYA. 
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Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten 
Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 51) 
diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1) Susunan Organisasi Pengelola LPSE Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari: 
a. Pengarah; 
b. Kepala; 
c. Sekretariat; 
d. Bidang Administrasi dan Sistem Informasi; 
e. Bidang Registrasi dan Verifikasi; 
f. Bidang Layanan; 

(2) Bagan Susunan Organisasi Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalan Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 31 Des ember 2014 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singaparna 
Pada tangal 31 Desember 2014 

BUPATI TASIKMALAYA, 

UU RUZHANUL ULUM 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 44 



! , 

LAMPI RAN 

NOMOR 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

44 TAlillN 0014 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN 
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN TASIKMALAYA 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LPSE 

I PENGARAH I 

I KEPALA I 

SEKRETARIAT I 

I I 
BIDANG ADMINISTRASI BIDANG REGISTRASI BIDANG LAYANAN 

SISTEM INFORMASI DAN VERIFIKASI 

BUPATI TASIKMALAYA, 


